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ABSTRAK :

bahwa dalam rangka pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, perlu disusun rencana aksi
pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Untuk itu, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang
Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beserta perubahannya; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum  Kabupaten/Kota beserta perubahannya; Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020
tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024; serta ketentuan terkait
lainnya sebagaimana tercantum dalam keputusan

CATATAN :



Keputusan ini Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2026
yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan. Rencana aksi tersebut
meliputi enam komponen, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana,
penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas
kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pelaksanaannya diarahkan untuk membangun budaya kerja berintegritas,
meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan, memperkuat
akuntabilitas kinerja, mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Segala biaya yang timbul
akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Tahun
2026.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 September 2026

Lampiran 5 Halaman



